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ABSTRACT

This study aims to test empirically the influence of budgeting participation, clarity of budget
targets, public accountability and decentralized structures on managerial performance. Data collection
method using purposive sampling method is by selecting respondents who meet the criteria to be
studied. This study uses primary data with the population of 17 Dinas SKPD in Magelang District and
the number of respondents as much as 68. The analysis method used is multiple regression analysis with
the aid of Statistical Package for Social Science (SPSS). The results of this study indicate that 1) budget
participation participation have a significant positive effect on managerial performance (H1 accepted),
2) Clarity of budget targets have a significant positive effect on managerial performance (H2 accepted)
and 3) the structure of decentralization have a significant positive effect on managerial performance (H3
accepted).

Keywords: budgetary participation, clarity of budget targets, decentralization structure and public
accountability, managerial performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi dalam penyusunan
anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan struktur desentralisasi terhadap kinerja
manajerial. Metode pengumpulan data menggunakan metoda purposive sampling yaitu dengan memilih
responden yang memenuhi kriteria yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer dengan
jumlah populasi sebesar 17 Dinas SKPD di Kabupaten Magelang dan jumlah responden sebanyak 68.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan Statistical Package
for Social Science (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) partisipasi penyusunan anggaran
berpengaruh tidak signifikan positif terhadap kinerja manajerial (H, diterima), 2) Kejelasan sasaran
anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial (H, diterima) dan 3) struktur
sedentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial (H, diterima).

Kata kunci: partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan
akuntabilitas publik, kinerja manajerial.
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PENDAHULUAN

Realisasianggaran pendapatan dan belanja
negara perubahan tahun 2014-2016 banyak yang
meleset dari asumsi makro. Faktor ekseternal dan
domestik menjadi penyebab melesetnya asumsi
makro. Angka realisasi diperkirakan dapat
berubah, dari angka sementara tersebut terlihat
hampir semua asumsi makro yaitu pertumbuhan
ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku
bunga, harga minyak mentah Indonesia, lifting
minyak, tidak sesuai target APBN-P. Realisasi
belanja Negara terdiri dari realisasi belanja
pemerintah pusat dan transfer daerah. Penyerapan
anggaran  pemerintah  pusat  dipengaruhi
peningkatan efisien belanja kementrian negara/
lembaga, termasuk kebijakan penghematan
anggaran perjalanan dinas dan paket rapat akhir
tahun serta pengendalian belanja nonkementrian/
lembaga (www.kompas.com). Realisasi anggaran
belanja Pemerintah Kabupaten Magelang jauh
dari target dan gagal melaksanakan penyerapan
anggaran belanja yang sudah direncanakan
sebelumnya. SKPD mendapatkan catatan kurang
baik. Menurut Bupati Magelang Zaenal Arifin
SIP, dalam pencapaian fisik dan keuangan masih
rendah dibawah target yang telah ditetapkan
sebelumnya (Mahesa, 7 November tahun 2014).

Realisasi triwulan III TA 2014 baru
mencapai  40,30% dari target yang telah
ditetapkan sebesar 69,66%. Realisasi keuangan
belanja langsung juga tidak sesuai harapan yaitu
16,60% dari target sebesar 82,21%. Pencapaian
tingkat Kabupaten dipengaruhi oleh beberapa
dinas yang mempunyai prosentase anggaran
belanja yang cukup besar, sedangkan realisasi
fisik dan keuangan masih cukup rendah. Adanya
kegagalan dalam pencapaian anggaran hingga
akhir tahun dan para pejabat SKPD terutama
harus meningkatkan kinerjanya, karena untuk
menyelesaiakn program kegiatan yang sudah
sesuai dengan target (Radarjogja.co.id, 2015).
Realisasi triwulan II TA tahun 2015 penyerapan

anggaran APBD Kabupaten Magelang tidak
mencapai target. Realisasi fisik sampai dengan
akhir triwulan II alokasi Realisasi triwulan II
TA tahun 2015 penyerapan anggaran APBD
Kabupaten Magelang tidak mencapai target.
Realisasi fisik sampai dengan akhir triwulan
II alokasi belanja langsung APBD Kabupaten
Magelang hanya menyerap sebesar 15,89%
dari target 33,06%. Hal ini disampaikan Bupati
Magelang Rapat koordinasi pengendalian
operasi kegiatan bahwa disisi lain pengadaan
barang dan jasa terutama pada anggaran cukup
besar dan harus melalui Unit Layanan terpadu
(ULP) dengan sesuai Sistem Informasi Rencana
umum Pengadaan (SIRUP) sampai dengan akhir
triwulan II seharusnya dilimpahkan 171 paket,
namun hanya terealisasi 124 paket atau 75,32%
yang menyebabkan penumpukan pada triwulan
II. Ketidakpatuhan SKPD pada jadwal pengadaan
menimbulkan multiplier effect yang negatif pada
pencapaian realisasi fisik maupun penyerapan
anggaran, apabila jika terjadi lelang ulang maupun
gagal lelang (Radarjogja.co.id, 2015). Tahun 2016
terdapat kendala di sisi penyerapan anggaran
APBD Kabupaten Magelang berdasarkan data
dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Daerah (Simda), realisasi keuangan
belanja langsung sebesar 22,82% dari yang
ditargetkan 44,85% dan terdapat kesenjangan
sebesar 22,03%. Walaupun sudah diberlakukan
ketentuan penerbitan Surat Penyediaan Dana
(SPD) per triwulan dan masih terdapat 23 SKPD
yang belum mencapai target minimal 70% dari
anggaran kas triwulan II (Suara Kedu, 2016).
Menurut Nafarin (2007:11) pengertian
partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat
seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu
didalam menentukan dan menyusun anggaran
yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara
periodik maupun tahunan. Sukses atau gagalnya
para staf kinerja SKPD dalam melaksanakan
anggaran merupakan suatu refleksi langsung
tentang  keberhasilan  ataupun  kegagalan
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manajerial SKPD dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawab. Disamping itu tingkat partisipasi
para staf dalam penyusunan anggaran akan
mendorong moral kerja yang tinggi dan inisiatif
serta keinginan manajerial SKPD.

Putra(2013) menjelaskan bahwakejelasan
sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan
anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik
dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat
dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab
atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.
Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada
aparatur untuk menyusun anggaran sesuai
dengan sasaran yang ingin dicapai instansi
pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran
akan meyebabkan pelaksana anggaran menjadi
bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam
bekerja. Hal ini meyebabkan pelaksana anggaran
tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang
diharapkan.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban
pihak pemegang amanah untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,
dan mengungkapan segala aktivitas dan kegiatan
yang menjadi tanggungjawabnya kepada
pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut (Mardiasmo, 2002: 20). Tuntutan
keterbukaan dalam proses manajemen keuangan
daerah di era kebijakan otonomi, membutuhkan
pola akuntabilitas publik melalui pembangunan
sistem akuntansi pemerintahan memberikan
peluang terhadap peningkatan penyediaan
informasiyanghandal dan akuratsertaberorientasi
pada peningkatan tolok ukur kinerja dalam
memberikan pelayanan publik yang maksimal,
dan merupakan proses pertanggungjawaban
(stewardship and accountability process),
manajerial dan unsur pengendalian manajemen
di pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002).

Desentralisasi  adalah  pendelegasian
wewenang dalam membuat keputusan dan
kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang

berada pada level bawah dalam suatu struktur
organisasi. Definisi yang diberikan terhadap kata-
kata “Desantralisasi” sangat beragam. Menurut
Ermaya (1993) dalam Gadjong (2007:81),
Desentralisasi dibidang pemerintahan diartikan
sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat
kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan
untuk menyelenggarakan segenap kepentingan
setempat dari kelompok yang mendiami suatu
wilayah. Dalam suatu struktur desentralisasi,
pemerintah  tingkat bawahan merumuskan
dan mengimplementasikan kebijakan secara
independen, tanpa intervensi dari tingkatan
pemerintahan yang lebih tinggi. Adanya
pelimpahan kewenangan kepada pemerintah
daerah tidak sebagai sesuatu yang harus ditakuti
oleh pemerintah pusat karena pembagian
kewenangan tersebut tidak akan terlepas dari
koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat.
Pemberian otonomi kepada daerah hanya sebagai
salah satu usaha untuk lebih melancarkan
tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan masyarakat
disetiap daerah.
Eka dan Narumorang (2005),

mengartikan kinerja manajerial dengan seberapa
jauh  manajer melaksanakan fungsi-fungsi
manajemen. Menurut Mahoney (1963), kinerja
manajerial diartikan sebagai kinerja para individu
anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan
manajerial, seperti : perencanaan, investivigasi,
koordinasi, supervisi, pengaturan staff, negosiasi,
dan representasi. Menurut Kornelius (2008)
pengertian kinerja manajerial adalah kemampuan
atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh para
personil atau sekelompok orang dalam suatu
organisasi, untuk melaksanakan fungsi, tugas
dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan
operasional  perusahaan. Seseorang yang
memegang posisi manajerial diharapkan mampu
menghasilkan kinerja manajerial yang berbeda

dengan kinerja karyawan.
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Menurut Nurhalimah (2013), partisipasi
penyusunan anggaran berpengaruh terhadap
kinerja aparatur perangkat daerah, sedangkan
kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh
terhadap kinerja aparatur perangkat daerah.
Sedangkan penelitian lain berpendapat yang
dilakukan oleh (Mbon, 2014) tentang Pengaruh
Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan
Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik terhadap
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Penelitian
dilakukan di SKPD Kabupaten Manggarai
Barat. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa
partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan
sasaran anggaran dan akuntabilitas publik
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
aparat pemerintah daerah. Menurut Sari,
dkk (2014) menunjukkan bahwa pengaruh
akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran
dan partisipasi penyusunan anggaran pengaruh
positif terhadap kinerja manajerial.

Penelitian ~ Amanta, dkk  (2015)
menunjukkan bahwa pengaruh  komitmen
organisasi, gaya kepemimpiman, skedul
ketepatan  penyusunan, kejelasan  sasaran

anggaran, partisipasi penyusunan anggaran
dan akuntabilitas publik pengaruh positif
terhadap kinerja manajerial seluruh kantor
dinas se-Kabupaten Karangasem. Penelitian
Mardika (2015) menunjukkan bahwa partisipasi
penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran
anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja
pegawai. Penelitian ini  bertujuan untuk
menguji secara empiris pengaruh partisipasi
dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran
anggaran, akuntabilitas publik dan struktur
desentralisasi terhadap kinerja manajerial.
Selain itu, penelitian ini berusaha memberikan
konstribusi pengetahuan dengan menjelaskan
pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran,
kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik
dan struktur desentralisasi terhadap kinerja
manajerial.
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METODE PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah SKPD
Kabupaten Magelang. Metode pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan
metode purposive sampling yang dilakukan
dengan memilih sampel yang sesuai dengan
kriteria. Kriteria sampel yang digunakan adalah
Pejabat setingkat Kepala bagian/bidang/subdinas
dan kepala sub bagian/sub bidang/seksi dan
mempunyai masa kerja minimal dua tahun
dengan mempertimbangan manajer sudah cukup
dalam menilai kinerjanya dengan baik.

Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan data subjek.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data
primer, yang dimaksud data primer menurut
Sugiyono (2014: 308) adalah data yang langsung
diambil dari sumber asli tanpa adanya perantara
yang didapat langsung dari responden. Data
primer menjadi pilihan dalam mengumpulkan
data karena data diperoleh melalui kuesioner
yang disebarkan kepada aparatur pemerintahan
pada seluruh manajerial SKPD yang bekerja di
lingkup Pemerintahan Kabupaten Magelang yang
terlibat dalam penyusunan anggaran.

Variabel-variabel dalam penelitian ini
terdiri dari Variabel Partisipasi penyusunan
anggaran (X,), Kejelasan sasaran anggaran
(X)), Akuntabilitas Publik (X,) dan Struktur
desentralisasi (X,) terhadap Kinerja Manajerial
(Y). Penelitian ini menggunakan skala Likert
dengan memberi skor numeric berkisar 1 sampai
dengan 5 yaitu 1 dinyatakan sebagai sangat tidak
setuju dan 5 dinyatakan sebagai sangat setuju.

Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner.
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014).
Pemberian kuesioner kepada responden dengan
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cara meminta bantuan salah satu pegawai pada

masing-masing SKPD untuk mengkoordinir
penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada
SKPD tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah pejabat
setingkat Kepala bagian/bidang/subdinas dan
kepala sub bagian/sub bidang/seksi pada SKPD
Kabupaten Magelang. Teknik pengambilan
sampel dilakukan dengan metode purposive
sampling dan kuesioner yang disebar sebanyak
100 kuesioner, sedangkan kembali 68 responden.

Uji Validitas

Jumlah sampel sebanyak 68 maka df
= 68 — 2 = 66, tingkat signifikan 5% atau 0,05,
maka didapat rtabel 0,2387. Berdasarkan hasil uji
validitas semua item pernyataan dikatakan valid,
karena rhitung > rtabel.

Uji Reliablitas

Berdasarkan perhitungan SPSS, diketahui
bahwa nilai koefisien reliabilitas (r ) untuk
partisipasi anggaran (X,) dan kinerja manajerial
(Y) masing-masing lebih besar dari 0.7 sehingga
semua pernyataan untuk variabel-variabel
tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan
sebagai alat pengumpulan data.

Tabel 1
Uji Reliabilitas

Variabel CFOZZDZEZIC}Z § Hasil
Partisipasi Penyusunan 0.792 Reliabel
Anggaran
Kejelasan Sasaran 0.886 Reliabel
Anggaran
Akuntabilitas Publik 0.852 Reliabel
Struktur Desentralisasi 0.940 Reliabel
Kinerja Manajerial 0.906 Reliabel

Tabel 2
Analisis Regresi Linear Berganda

Unstandardized — Standardized
Model Coefficients Coefficients

i Std. Beta v
Error
(Constant) =729 505 -1.445 153
AP -072 151 -.046 -479 .633
1 PPA 299 105 258 2.843 .006
KSA .651 126 509 5.178 .000
SD 283 .053 .385 5.329 .000

Berdasarkan tabel coefficient dari hasil
pengolahan SPSS, maka diperoleh persamaan
regresi linear berganda sebagai berikut:

Y = (-0,729)+ 0,299 PPA + 0,651 KSA — 0,072

AP+ 0,283 SD+ e

Uji Hipotesis

Uji R?

Besarnya nilai Adjusted R’ adalah 0,685.
Hal ini berarti 68.5% perubahan yang terjadi
pada variabel Return Saham dapat dijelaskan
oleh wvariabel independen Corporate Social
Responbility dan Kinerja Perusahaan. Sedangkan
sisanya (100% - 68.5%= 32,5%) dijelaskan oleh
variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 3
Uji R? (Koefisien Determinasi)

Model R R Square  Adjusted  Std. Error of Durbin-
R Square  the Estimate Watson
1 .828¢ .685 .665 .342707 1.717
Uji F

Nilai F hitung sebesar 34,215 dengan
probabilitas signifikansi 0,00 maka probabilitas
jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi
adalah baik atau dapat dikatakan bahwa
partisipasi ~ anggaran, Kejelasan ~ Sasaran
Anggaran,Akuntabilitas Publik dan Struktur
Desentralisasi berpengaruh terhadap Kinerja
manajerial
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Tabel 4
Uji F
Mean
Model Sum of Squares df F Sig.
Square
Regression 16.074 4 4.018 34.215 .000°
1 Residual 7.399 63 117
Total 23.473 67
Tabel 5
Uji Parsial (Uji t)
Variabel thitung ttabel Hasil
Partisipasi Penyusunan 2,843 2,386  HI diterima
Anggaran
Kejelasan Sasaran Anggaran 5,178 2,386  H2 diterima
Struktur Desentralisasi 5,329 2,386 H4 diterima

Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap
Kinerja Manajerial

Berdasarkan hasil pengujian terhadap
hipotesis pertama (H ) penelitian ini membuktikan
bahwa H, diterima, partisipasi penyusunan
anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja
manajerial di SKPD Kabupaten Magelang.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian
Mbon (2014), Sari, dkk (2014), Amanta, dkk
(2015) dan Mardika (2015) yang menyatakan
bahwa partisipasi penyusunan anggaran ketika
pegawai dilibatkan dalam penyusunan anggaran,
pegawai akan merasa aspirasi dan kedudukannya
sebagai pegawai merasa lebih dihargai maka
secara tidak langsung kinerja pegawai akan
semakin baik pula. Kejelasan sasaran anggaran
bahwa dengan kejelasan sasaran anggaran yang
jelas memberikan keleluasaan pegawai dalam
upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi
dan kinerja pegawai itu sendiri. Menurut kondisi
praktisnya di lapangan, partsipasi penyusunan
anggaran berhubungan langsung terhadap
kinerja manajerial, jadi atasan memberikan
tanggungjawab terhadap bawahan maupun
pegawai SKPD untuk terlibat dalam penyusunan
anggaran. Namun hanya bawahan maupun
pegawai SKPD yang mampu menyusun dalam
anggaran dan berpengalaman dalam anggaran.
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Kejelasan  Sasaran
Kinerja Manajerial

Berdasarkan hasil pengujian terhadap
hipotesis pertama (H, ) penelitian ini membuktikan
bahwa H, diterima, kejelasan sasaran anggaran
berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial
di SKPD Kabupaten Magelang. Penelitian ini
konsisten dengan penelitian solina, meria (2014)
yang membuktikan bahwa kejelasan sasaran
anggaran berpengaruh signifikan terhadap
kinerja manajerial. Hasil penelitian ini dapat
membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran
berpengaruh dalam kinerja menajerial dapat
dilihat dari kondisi praktisnya di lapangan
kejelasan  sasaran anggaran  berhubungan
langsung terhadap kinerja manajerial, jadi atasan
memberikan kejelasan sasaran anggaran terhadap
bawahan maupun pegawai SKPD agar kinerjanya
lebih baik, efisien dan mampu memberikan
tanggungjawab atas pelaksanaanya tentang
anggaran.

Anggaran terhadap

Akuntabilitas
Manajerial
Berdasarkan hasil pengujian terhadap
hipotesis pertama (H,) penelitian ini membuktikan
bahwa H, tidak diterima, akuntabilitas publik
berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial
di SKPD Kabupaten Magelang. Penelitian ini
tidak sejalan dengan penelitian putra, deki (2013)
yang menyatakan bahwa akuntantabislitas publik
berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas
publik. Hasil penelitian ini dapat ditolak dari
pengaruh akuntanbilitas publik terhadap kinerja
manajerial tidak mampu bertanggungjawab
terhadap atasan untuk diperintahkan dan
lemah terhadap tanggungjawab kepada publik
maupun masyarakat bahwa anggaran dapat
dilaksanakan dengan baik, namun dengan
menambahkan variabel akuntabilitas publik
tidak mampu untuk mempengaruhi terhadap
kinerja manajerial. Menurut kondisi praktisnya di
lapangan akuntabilitas publik tidak berhubungan

Publik terhadap Kinerja



PETRIANA HESKI1, DANIK TRI PURWANTI, ANNI FIDAYATI
Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Struktur Desentralisasi terhadap

Kinerja Manajerial
langsung terhadap kinerja manajerial, jadi atasan

memberikan tanggungjawab sebagai amanah
terhadap bawahan maupun pegawai SKPD agar
kinerjanya lebih baik, namun tidak dapat efisien
dalam kinerjanya dan tidak mampu memberikan
tanggungjawab atas pelaksanaanya tentang
anggaran.

Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja
Manajerial

Berdasarkan hasil pengujian terhadap
hipotesis pertama (H,) penelitian ini membuktikan
bahwa H, diterima, struktur desentralisasi
berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial
di SKPD Kabupaten Magelang. Hasil penelitian
ini sejalan dengan penelitian dari solina, meria
(2014) yang membuktikan struktur desentralisasi
berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja
manajerial. Hasil penelitian ini dapat diterima
dari pengaruh struktur desentralisasi terhadap
kinerja manajerial mampu bertanggungjawab
terhadap atasan untuk diperintahkan dan
diberikan wewenang atas tanggungjawabnya
terhadap bawahan. Menurut kondisi praktisnya
di lapangan struktur desentralisasi berhubungan
langsung terhadap kinerja manajerial, jadi atasan
memberikan struktur desentralisasi terhadap
bawahan maupun pegawai SKPD agar kinerjanya
lebih baik, efisien dan mampu memberikan
tanggungjawab atas pelaksanaanya tentang
berkaitan dengan anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah partisipasi penyusunan
anggaran,  kejelasan = sasaran  anggaran,
struktur ~ desentralisasi  berpengaruh  positif
dan akuntabilitas publik berpengaruh negaatif
terhadap kinerja manajerial. Hal ini sejalan
dengan pendapat pakar keuangan daerah yaitu
Mardiasmo (2001) yang menyatakan bahwa

pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan
dan pertanggungjawaban APBD yang meliputi
setiap tahap pengolahan keuangan daerah,
diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah
terutama dalam proses penyusunan anggaran akan
besar pengaruhnya terhadap kinerja manajerial
SKPD.

Saran

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa
penerapan partisipasi penyusunan anggaran,
kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik
dan struktur desentralisasi SKPD Kabupaten
Magelang telah baik dilakukan, tapi masih ada
beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan
dengan sempurna sebaiknya SKPD Kabupaten
Magelang melakukan pengkajian ulang agar
kinerja manjerial SKPD dapat terus ditingkatkan.
Bagipeneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul
yang sama, maka peneliti menyarankan untuk
penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan
dan menggunakan variabel lain, karena dari
model penelitian yang digunakan, diketahui
bahwa variabel penelitian yang digunakan dapat
menjelaskan sebesar 66,5%. Sedangkan 33,5%
dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang
tidak terdeteksi dalam penelitian ini. Menambah
sampel yang lebih banyak. Penelitian dilakukan
tidak saja pada Dinas di Pemerintah Kabupaten
Magelang saja sebaiknya juga diperluas seluruh
SKPD di Kabupaten maupun Kota.
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